BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi merupakan salah
satu persoalan pelik yang dihadapi manusia dewasa ini. Karena itu, menjadi sesuatu
yang urgen untuk mengintervensi masalah pelecehan seksual terhadap mahasiswi
dengan konsep kemanusiaan. Kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di
perguruan tinggi merupakan perilaku menyimpang dan bertentangan dengan sila kedua
Pancasila. Sila kedua Pancasila yang menekankan martabat manusia yang setara dan
bebas harus mendapatkan perlindungan dan penghormatan istimewa dalam kehidupan
masyarakat. Karena itu, pengentasan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di

perguruan tinggi seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dan instansi kampus.

Masalah pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi menjadi
fenomena gunung es setelah beberapa kasus terkuak di ranah publik. Publisitas kasus
pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi menunjukkan bahwa
kampus menjadi tempat rentan dengan tindakan asusila terhadap perempuan. Kasus
pelecehan seksual yang dialami mahasiswi di perguruan tinggi membuat kemanusiaan
perempuan dipangkas dalam superioritas laki-laki. Kedudukan perempuan sebagai
makhluk setara dan bebas dipangkas dalam relasi subordinitas antara laki-laki dan

perempuan.

Kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi menjadi persoalan krusial yang
mesti dihadapi oleh manusia. Sebagai makhluk bermoral dan bermartabat seyogianya
kasus semacam ini menjadi masalah bersama yang perlu dientaskan dan dihadapi
bersama. Selain itu, persoalan pelecehan seksual yang dialami mahasiswi sangat
menyimpang dari konsep manusia sebagai makhluk setara dan bebas. Persoalan

pelecehan seksual menjadi sesuatu yang paradoksal dengan nilai-nilai yang terkandung



dalam kepribadian manusia. Dimensi-dimensi yang terkandung dalam diri perempuan

dikungkung dalam hasrat libidinal laki-laki.

Dalam perspektif masyarakat yang mengagungkan budaya patriarkat,
perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual mendapatkan disfungsi sosial.
Artinya, segala kebebasan perempuan dibatasi oleh sikap yang menutup diri dengan
lingkungan sosialnya. Korban akan membangun dinding pemisah dengan orang-orang
di sekitarnya. Korban menutup diri dengan segala kemungkinan yang membuatnya
keluar dari persoalan yang ia hadapi. Pada tataran ini sangat sulit untuk mengintervensi
oleh pihak berkepentingan untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikologis. Tindakan
pragmatis untuk memulihkan korban tidak mendapatkan ruang sebab konteks

masyarakat dipengaruhi oleh budaya patriarkat.

Perguruan tinggi merupakan lembaga ilmiah yang bertugas menyelenggarakan
pendidikan sedang dalam situasi sulit yaitu menghadapi persoalan pelecehan seksual
terhadap mahasiswi. Persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan
tinggi seperti gunung es. Artinya, kasus ini berada dalam keadaan darurat yang menyita
perhatian khalayak dan seluruh instansi dalam perguruan tinggi. Lemahnya penegak
hukum mempengaruhi tingkat perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi di
perguruan tinggi. Selain itu, relasi yang dibangun oleh pelaku seringkali membuat
korban tidak berdaya. Perilaku ini disebabkan oleh konstruksi pelaku dalam
memandang korban sebagai makhluk inferior yang dipengaruhi oleh bias gender,
konten pronografi dan minimnya penghargaan terhadap harkat dan martabat

perempuan.

Namun sayangnya, kampus yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang
bermoral, berbudi pekerti, dan bermartabat, kini menjadi tempat yang rawan dengan
kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Pengertian perguruan tinggi yang
bertendensi pada pembentukan karakter individu menjadi tempat yang rentan dengan
tindakan asusila terhadap mahasiswi. Kasus pelecehan seksual yang menimpa

mahasiswi di perguruan tinggi mengakibatkan buruknya citra kampus di mata dunia.



Kampus tidak lagi menjadi tempat ideal, yang mana menjadi tempat menciptakan
manusia Yyang bermartabat dan profesional, tetapi tempat bertumbuh dan

berkembangnya perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi.

Kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi dapat diklaim
bahwa perempuan rentan dengan tindakan tidak senonoh di kampus. Kampus bukan
lagi menjadi tempat yang aman dalam melindungi dan mengangkat martabat
perempuan, tetapi menjadi dalang dalam merenggut kemanusiaan perempuan. Hal ini
termanifestasi dalam pelbagai kasus di kampus yang menjadikan perempuan sebagai
objek pemuas hasrat laki-laki. Kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi
menunjukkan suatu perspektif baru bahwa kampus mengalami degradasi nilai moral
dan peminggiran kebebasan asasi perempuan. Perempuan tidak diberi ruang untuk
menyatakan kebebasan, tetapi malah dipangkas dengan perilaku pelecehan seksual
laki-laki.

Perguruan tinggi yang melingkupi para cendekia atau intelek dan mereka yang
mengenyam pendidikan tidak menutup kemungkinan menjadi pelaku pelecehan
seksual. Mereka yang memiliki gelar akademis acap kali menjadikan itu sebagai alat
untuk memenuhi kepentingan pribadi. Misalnya, dosen yang diminta oleh mahasiswi
untuk menjadi pembimbing skripsi kemungkinan besar menggunakan kesempatan itu
untuk melecehkan mahasiswi tersebut. Berhadapan dengan kekuasaan dosen,
mahasiswi tidak bisa menolak permintaan sang dosen. Sebab, ada dalil-dalil yang
berpotensi melindungi dosen sekaligus memenuhi hasrat libidinalnya. Alih-alih
melihat ini sebagai quid pro quo atau menjadikan kekuasaan sebagai basis legitimasi
untuk melancangkan gairah seksualnya.

Keadaan darurat yang dialami mahasiswi di perguruan tinggi perlu diintervensi
berbagai pihak terkait. Hal ini sangat perlu dilakukan, agar harkat dan martabat
mahasiswi diposisikan dengan baik dan mendapatkan tempat yang layak di hadapan
hukum dan seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, nilai kemanusiaan dalam sila

kedua Pancasila menjadi basis untuk meminimalisir kasus pelecehan seksual yang



dialami mahasiswi di perguruan tinggi. Perihal nilai kemanusiaan perempuan sangat

urgen untuk mengintervensi keadaan yang dialami mahasiswi di perguruan tinggi.

Konsep kemanusiaan menjadi hal yang paling urgen dalam menelisik fenomena
pelecehan seksual yang dialami mahasiswi di kampus. Pengertian kemanusiaan yang
mencakup unsur lahiriah dan batiniah dalam diri setiap persona menjadi basis untuk
mendapatkan perlindungan dan dijamin kebebasan. Seluruh aspek dalam diri manusia
diatur dan dijamin dalam nilai kemanusiaan Pancasila. Nilai kemanusiaan menjunjung
tinggi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Karena itu, setiap orang
memiliki unsur kesamaan dan kesetaraan derajat di hadapan yang lain dalam satu

komunitas.

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menjadi basis argumentasi dalam
merekonstruksi gagasan kesetaraan dan kebebasan di Indonesia. Pendekatan
kemanusiaan dalam melindungi korban pelecehan seksual di kampus harus
diperhatikan secara bersama oleh khalayak. Hal ini menyangkut kemanusiaan korban
dan masyarakat pada umumnya. Karena itu, aspek kesadaran moral perlu dicanangkan
di masyarakat, agar persoalan kemanusiaan menjadi masalah bersama. Lembaga terkait
dan pihak masyarakat bersama-sama mengentaskan kasus pelecehan seksual terhadap

mahasiswi di perguruan tinggi.

Hal lain yang perlu ditinjau lagi ialah hukum di Indonesia. Hukum semestinya
melindungi dan mengayomi korban pelecehan seksual. Dalam menyikapi pelecehan
seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi supremasi hukum harus digalakkan
atau ditegakkan. Delik hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi
di perguruan tinggi harus mempertimbangkan kondisi korban. Tindakan pidana
terhadap pelaku pelecehan seksual harus berasaskan pada keadilan bagi korban. Hal ini
dibuat agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan masyarakat tidak melakukan hal
yang sama. Pertimbangan terhadap korban dalam menentukan pidana terhadap pelaku

pelecehan seksual harus diafirmasi oleh hakim.



Kemanusiaan manusia merupakan hal yang paling esensial dalam diri
seseorang. Segala hal yang berkaitan dengan kepribadian manusia yaitu emosi, pikiran
dan akal budi menjadi basis legitimasi dalam mengentaskan masalah pelecehan seksual
terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. Sila kedua Pancasila yang menekankan prinsip
kemanusiaan memiliki implikasi luhur terhadap manusia sebagai makhluk yang setara
dan bebas. Kesadaran ini mesti diamini oleh laki-laki agar bisa menghargai dan
melindungi kepribadian mahasiswi. Sebab, pada hakikatnya penghargaan terhadap

harkat dan martabat perempuan diejawantahkan dalam sila kedua Pancasila.

Pengertian sila kedua Pancasila yaitu menyangkut konsep kemanusiaan tidak
pernah lepas dari kondisi alamiah manusia sebagai makhuk bebas dan setara. Diskursus
kebebasan dan kesetaraan dinyatakan secara formal dalam alinea pertama Pembukaan
UUD 1945 yang menekankan pernyataan kemerdekaan bagi setiap orang demi
martabatnya sebagai manusia. Gagasan kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan
UUD 1945 diakui oleh masyarakat Indonesia dan disematkan dalam seluruh kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah dan seluruh instansi di Indonesia. Setiap kebijakan
pemerintah selalu dalam bingkai gagasan harkat dan martabat manusia. Kebebasan
manusia dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat dan
martabat manusia. Laki-laki tidak memiliki hak untuk membatasi dan mengekang

kemerdekaan perempuan dengan dalil-dalil kekuasaan atau apa pun.

Keberadaan manusia tidak terlepas dari konsep kemanusiaan sebagai makhluk
setara dan bebas. Konsep kesetaraan dan kebebasan seyogianya melawan segala
perilaku pelecehan seksual terhadap perempuan. Martabat manusia menyangkut hak
yang paling esensial dalam diri setiap orang yang tidak dapat digangu gugat dan
dilecehkan dengan pelbagai kepentingan. Martabat manusia tidak pernah terlepas dari
identitas diri setiap orang. Artinya, pengaktualisasian martabat manusia itu tampak
dalam identitas diri yang ditampilkan dalam kehidupan bersama di komunitas. Karena
itu, setiap orang yang melakukan tindakan pelecehan terhadap perempuan merupakan
perilaku amoral, sebab bertolak belakang dengan konsep kemanusiaan yang

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.



Diskursus mengenai identitas diri dan martabat manusia sangat berkaitan
dengan konsep HAM. HAM merupakan hukum tertinggi yang mengatur sekaligus
mengikat kepribadian manusia. Segala keberadaan manusia diatur dan dijamin dalam
konsep tentang HAM. HAM menjadi rujukan pertama ketika laki-laki melakukan
pelecehan seksual terhadap perempuan. Karena itu, tindakan manusia mesti
mencerminkan identitas dirinya sebagai makhluk bermoral dan bermartabat. Dengan
merujuk pada pertimbangan moral ketika memperlakukan yang lain, maka tidak akan
terjadi kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. Sebab,
penghargaan terhadap martabat mahasiswi menjadi tanggung jawab moral yang urgen

diakui oleh masyarakat.

Pengentasan persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan
tinggi perlu digalakkan pembangunan kesadaran moral. Kesadaran moral yang
dimaksud ialah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya penghargaan terhadap
matabat perempuan. Dengan memberikan kesadaran semacam ini pihak kampus dan
seluruh masyarakat bersama-sama melakukan gerakan anti-kekerasan terhadap
perempuan. Kesadaran ini berpotensi meredam segala perilaku immoral yang

dilakukan laki-laki terhadap mahasiswi di perguruan tinggi.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah akses terhadap hukum yang adil. Hukum
semestinya melindungi dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Karena itu,
penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan
tinggi perlu mempertimbangkan keadaan perempuan. Hukum yang adil mesti kebal
dengan tindakan suap atau sogok dari pelaku. Karena itu, pelaku pelecehan seksual
terhadap mahasiswi mesti dikenakan pidana sesuai peraturan perundangan yang
berlaku. Sanksi pidana yang ditimpakan kepada pelaku harus bersandar pada keadaan
korban pelecehan seksual. Hukuman setimpal mesti menjadi rujukan yang pertama dan
utama dalam meminimalisir perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi di

perguruan tinggi.



Sila kedua Pancasila memiliki standar etis untuk mengentaskan perilaku
kejahatan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. Standar etis yang dimaksud
ialah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas
dan setara. Bentuk penghargaan terhadap mahasiswi dengan memberikan kebebasan
mengekspresikan potensi yang mereka miliki. mahasiswi seyogianya merasakan
kebebasan dan kesetaraan itu dalam lingkungan kampus. Konsep kebebasan dan
kesetaraan seharusnya membantu mahasiswi untuk menentang segala perilaku
kekerasan yang dilakukan laki-laki. Tentunya, pendasaran yang dilakukan mahasiswi
berpatok pada nilai etis dalam sila kedua Pancasila. Karena itu, sila kedua Pancasila
menjadi basis dalam mengentaskan perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi di

perguruan tinggi.
4.2 Catatan Kritis

Persoalan pelecehan seksual menjadi fenomena gunung es setelah beberapa
kasus dibungkam. Karena itu, ikhtiar untuk mengentaskan persoalan ini menjadi
sesuatu yang urgen dilakukan. Pengentasan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di
perguruan tinggi merupakan tindakan konkret dari pengamalan sila kedua Pancasila.
Sila kedua Pancasila menjadi opsi solutif dalam merekonstruksi pemikiran laki-laki
yang memandang rendah mahasiswi. Dalam meminimalisir perilaku pelecehan seksual
di perguruan tinggi perlu ada pelbagai pihak yang berperan melakukan gerakan anti-
kekerasan terhadap perempuan. Basis pergerakan ini merupakan aktualisasi dari

keluhuran kemanusiaan yang melekat dalam identitas diri dan martabat manusia.

Pendasaran pada nilai sila kedua Pancasila bertujuan membentuk karakter
individu dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang diberikan kebebasan untuk
merasakan kesejahteraan dengan tidak diperlakukan secara tidak adil oleh yang lain
dalam hidup bersama. Setiap tindakan masyarakat seyogianya mencerminkan nilai
kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Kondisi alamiah manusia sudah
termaktub dalam sila kedua Pancasila. Karena itu, kesejahteraan masyarakat mesti

terjamin dan kebebasan dilindungi oleh Undang-Undang.



Pengentasan masalah pelecehan seksual di perguruan tinggi merupakan salah
satu orientasi dari nilai kemanusiaan Pancasila. Nilai kemanusiaan Pancasila menjamin
kebebasan dan kesejahteraan mahasiswi. Kebebasan dan kesetaraan mahasiswi mesti
ditegakkan dalam kehidupan kampus. Mahasiswi tidak boleh diperlakukan secara
objektivasi oleh laki-laki. Penghargaan terhadap martabat manusia dan jaminan
terhadap kebebasan mahasiswi perlu dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam

kehidupan bersama.

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menjadi standar etis bagi seluruh
civitas kampus. Kampus sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus menerapkan sila
kedua Pancasila dalam setiap penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan
pendidikan di kampus harus berlandaskan pada pembangunan karakter dan moral
individu sebagai perwujudan dari makhluk yang bermoral dan bermartabat yang
diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, pengentasan masalah pelcehan seksual
terhadap mahasiswi di perguruan tinggi menjadi persoalan bersama yang harus

dihapuskan dan dipangkas.

Kampus harus membuat kebijakan dalam rangka mengentaskan kasus
pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. Selain itu, perlu ada
kebijakan pemerintah pembuat Undang-Undang yang berlandaskan pada terjaminnnya
keberlangsungan hidup mahasiswi. Karakter adil dan beradab dari pihak kampus dan
kebijakan pemerintah terhadap pengentasan persoalan pelecehan seksual di kampus
adalah tuntutan wajib yang harus dilakukan. Perlindungan terhadap maratabat
perempuan merupakan salah satu cita-cita luhur dari perjuangan bangsa Indonesia,
“sesunggunya penjajahan dan perbudakan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan

kemanusiaan”.

Pihak kampus harus mengambil kebijakan tegas dalam mengentaskan
persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Selain itu, pemerintah juga harus
bertindak tegas dalam mengadili para pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi di

perguruan tinggi. Dalam meminimalisir perilaku pelecehan seksual terhadap



mahasiswi di kampus dengan cara, yakni: pertama, meningkatkan respon pihak
kampus terhadap tindakan pelecehan seksual di kampus. Pihak kampus harus
mengambil tindakan secara tepat dan tegas ketika terjadi kasus pelecehan seksual
terhadap mahasiswi. Kedua, merekonstruksi pola pikir laki-laki yang memandang
mahasiswi sebagai makhluk lemah atau inferior. Kesadaran akan kesetaraan dan
kebebasan setiap makhluk mesti ditanamkan pada diri laki-laki agar tidak terjadi

tindakan merendahkan martabat perempuan.

Kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi harus dientaskan sebab itu
menyangkut kemanusiaan mahasiswi. Mahasiswi yang menjadi korban pelecehan
seksual mesti mendapatkan jaminan dan perhatian khusus agar potensi tahap
pemulihan dapat berlangsung dengan baik. Pihak kampus harus mampu mengatasi
persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswi dan pemerintah harus memberikan
hukuman setimpal terhadap pelaku dengan menetapkan kebijakan berlandaskan pada

perlindungan dan jaminan kemanusiaan mahasiswi.

Hal lain yang harus diperhatikan ialah bagaimana pendampingan tindak lanjut
bagi mahasiswi setelah mereka menjadi korban pelecehan seksual. Pendampingan ini
bertujuan untuk memulihkan korban sekaligus memberikan perlindungan terhadap
korban. Selain itu, pelaku juga tidak hanya terbatas pada sanksi administratif atau
tindak pidana, tetapi mesti ada pendampingan tindak lanjut. Penanaman nilai
kemanusiaan dan Pendidikan moral menjadi basis legitimasi dalam mendampingi
pelaku. Karena itu, urgensitas pendidikan moral dalam lingkungan kampus harus
diperhatikan. Korban harus dibekali dengan nilai-nilai moral agar ia mampu
memahami diri bahwa perbuatan pelecehan seksual merupakan perilaku yang tidak

terpuji dan merendahkan martabatnya.
4.3 Usul Saran

Dalam meminimalisir perilaku pelecehan seksual di kampus dibutuhkan
pelbagai pihak. Perjuangan dalam mengentaskan masalah pelecehan seksual terhadap

mahasiswi di kampus merupakan tanggung jawab moral setiap manusia demi



terjaminnya martabat perempuan. Ada beberapa usul dan saran penulis dalam skripsi
ini, yakni; kepada perguruan tinggi, mahasiswi, masyarakat, pejuang feminisme,

Komnas HAM, dan penegak hukum.
4.3.1 Kepada Perguruan Tinggi

Pihak kampus mesti bertindak secara tegas dalam meengentaskan persoalan
pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Artinya, pihak kampus dalam membuat
kebijakan kampus harus bertolak dari sila kedua Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila yang menegaskan kesetaraan dan
kebebasan setiap orang baik di hadapan hukum maupun di hadapan yang lain menjadi
basis dalam memperlakukan seluruh instansi di kampus. Pendasaran ini menjadi titik
pijak pihak kampus dalam melindungi dan menjamin kebebasan mahasiswi. Tanggung
jawab moral dari pihak kampus mesti berkarakter adil dan beradab agar pengentasan

pelecehan seksual terhadap mahasiswi dapat dilakukan secara adil dan bermartabat.

Pihak kampus harus bertindak secara cepat dan tepat dalam meminimalisir
kejahatan seksual terhadap perempuan. Artinya, pihak kampus harus mengeluarkan
kebijakan tegas dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Salah satu
kebijakan tegas yang dilakukan oleh pihak kampus ialah mengeluarkan pelaku dari
lembaga. Hal lain juga yang dilakukan pihak kampus ialah melaporkan pelaku kepada

pihak berwajib agar mendapat hukuman sesuai dengan perundangan yang berlaku.
4.3.2 Kepada Mahasiswi di Perguruan Tinggi

Kompleksitas persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan
tinggi seyogianya membuka konsep berpikir bagi mahasiswi untuk menggalakkan anti-
kekerasan terhadap perempuan. Artinya, mahasiswi di perguruan tinggi harus berani
dan bersikap kritis terhadap segala tindakan laki-laki yang merendahkan martabat
mahasiswi. Perilaku pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap mahasiswi di
perguruan tinggi mesti dibungkam dengan melaporkan kasus tersebut ke pihak

berwajib. Mahasiswi yang menjadi korban tidak perlu takut dan menutup tindakan



asusila laki-laki hanya karena demi nama baik kampus. Mahasiswi harus berani
melawan segala macam kejahatan di kampus yang membelenggu kebebasannya.
Karena itu, penulis menganjurkan kepada mahasiswi di perguruan tinggi supaya ketika
ada kasus pelecehan seksual terjadi harus dilaporkan dan melawan segala tindakan laki-
laki dengan berani dan bersikap kritis.

4.3.3 Kepada Masyarakat

Pengentasan pelecehan seksual terhadap mahasiswi merupakan masalah
kemanusiaan yang perlu dihadapi secara bersama. Karena itu, peran masyarakat dalam
meminialisir kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab moral demi kebaikan dan
kesejahteraan mahasiswi. Penghargaan terhadap martabat perempuan adalah bagian
dari pengentasan pelecehan sekual di perguruan tinggi. Dengan memiliki kesadaran
moral sebagai makhluk setara dan bebas, masyarakat harus bertanggung jawab

terhadap persoalan pelecehan seksual terhadap mahasiswi.

Gerakan masyarakat dalam upaya pengentasan kasus pelecehan seksual
terhadap mahasiswi menunjukkan bahwa ada kesadaran moral dari masyarakat
terhadap perempuan. Kesadaran moral secara implisit mendorong setiap orang untuk
terlibat dalam melakukan aksi penolakan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi.
Gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan mesti didorong oleh masyarakat dan
masyarakat harus mengambil bagian secara penuh agar konsep kebebasan dan

kesetaraan sungguh-sungguh nyata dalam hidup bersama.
4.3.4 Kepada Pejuang Feminisme

Hak-hak perempuan mesti mendapatkan perlindungan dan jaminan dalam
setiap kebijakan yang dibuat pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu. Gerakan
feminisme merupakan salah satu gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan
dan menuntut kebebasan dan kesetaraan perempuan di hadapan lak-laki. Karena itu,
pejuang feminsme harus betindak dalam mengentaskan pelecehan seksual terhadap

mahasiswi di perguruan tinggi. Hal yang perlu dilakukan ialah melakukan aksi-aksi



dengan meningkatkan kesadaran moral bahwa manusia itu makhluk setara dan bebas.
Mahasiswi di perguruan tinggi harus mendapatkan perlindungan dari pelbagai pihak,

agar konsep kebebasan dan kesetaraan sungguh-sungguh diaktualisasikan di kampus.
4.3.5 Kepada Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki tanggug jawab
dalam upaya pengentasan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Usaha yang dilakukan
Komnas HAM mesti berlandaskan pada nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila
dan UUD 1945 secara adil dan beradab. Komnas HAM harus bersikap tegas dalam
menuntut hak-hak perempuan agar mendapatkan perlindungan dari tindakan laki-laki
yang tidak adil. Korban pelecehan seksual harus mendapatkan jaminan dari pemerintah
dan pelaku pelecehan seksual harus mendapatkan pidana sesuai delik tindakan yang
dilakukan. Narasi ini yang mesti dilontarkan oleh Komnas HAM dan menjadi wacana
yang terus dikumandangkan dalam misi perjuangan kemanusiaan. Komnas HAM harus
memenuhi hak-hak perempuan dengan menyuarakan keadilan. Hal ini dibuat supaya
pihak berwajib dapat bertindak secara cepat dan tegas dalam menangani pelaku

pelecehan seksual terhadap mahasiswi di kampus.
4.3.6 Kepada Penegak Hukum

Hukum mesti mengayomi korban dan menolak tawaran suap-menyuap dari
pelaku. Hukum harus berasaskan keadilan agar setiap pegambilan kebijakan
berlandaskan pada nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila dan UUD 1945.
Hukum harus memprioritaskan keadilan korban dan bertindak tegas terhadap pelaku
pelecehan seksual. Tindakan pidana yang diberikan kepada pelaku harus
mempertimbangkan kondisi korban. Pihak hukum harus berkarakter adil dan beradab

agar dalam setiap pengambilan keputusan berlandaskan pada kemanusiaan perempuan.

Keberpihakan terhadap korban pelecehan seksual merupakan salah tanggug
jawab moral dari penegak hukum. Penegak hukum dalam memberikan pidana terhadap

pelaku harus setimpal sesuai dengan kondisi yang dialami korban. Karena itu,



penentuan pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan kondisi korban. Hal lain
yang dibuat oleh penegak hukum dalam memberikan pidana terhadap korban agar
persoalan pelecehan seksual dapat dientaskan dan persoalan yang sama tidak akan
terulang lagi. Karena itu, delik hukuman yang dikenakan harus setimpal dengan
tindakan pelaku terhadap korban.

4.3.7 Kepada Pelaku Pelecehan Seksual

Hukuman yang diberikan kepada pelaku merupakan salah satu tindak jera bagi
pelaku agar tidak melakukan kasus pelecehan seksual secara berulang-ulang. Namun,
tindak pidana dan sanksi administratif tidak menjamin bagi pelaku untuk tidak berbuat
kesalahan yang sama. Misalnya, dalam konteks dosen dan mahasiswi. Walaupun dosen
sudah dikenakan hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku, tetapi ketika ada
kesempatan yang memungkinkan akan terjadi tindakan yang sama. Apalagi dosen yang
bersangkutan bebas dari hukuman yang ditetapkan, potensi untuk melakukan tindakan
pelecehan seksual bisa terjadi. Berhadapan dengan ulah dosen yang birahi, sangat
urgen untuk melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila dan pendidikan moral.
Penanaman nilai bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi pelaku bahwa tindakan
yang dilakukan sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan nilai-nilai moral

yang sudah disepakati bersama dalam masyarakat.
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